BAB Il

PRAKTIK PENAMBAHAN BEBAN TAGIHAN REKENING LISTRIK
DI LOKET ULUMUL QUR’AN SEMARANG BARAT

A. Gambaran Umum Loket Ulumul Qur'an

Loket Ulumul Quran yang beralamat di Jl. Kyai Gitp
Mangkangkulon Semarang merupakan loket pembayastnk Idi sekitar
daerah Tugu, Jrakah, Semarang Barat, Kendal, damakelLoket tersebut
berdiri mulai tahun 1990 oleh pendiri Bp. Ali Imrogang juga pengasuh
Pondok Pesantren Putri Ulumul Quran.

Loket ulumul Quran yang semula didirikan sebenarnyntuk
mempermudah prasarana guna melakukan transaksiagarah listrik oleh
masyarakat sekitar selaku konsumen listrik. Tidapat dihindari bahwa
semua orang pasti konsumen listrik. Oleh karena pembayarannya pun
dilakukan dua cara, pertama langsung konsumen rk@ataya dan kedua
melalui online.

Kebutuhan listrik semakin bertambah seiring dendmmyaknya
pendirian bangunan guna mendirikan suatu usahaCRT atau jenishome
industry lainnya yang bergerak melakukan aktivitas ekondaka, di loket
ulumul qur'an ini pula konsumen berasal dari badaaha seperti Perseroan
Terbatas. Hal inilah yang membuat konsumen harasingnalisir untuk

penggunaan listrik, sebab masuk dal&@urporate Social Responsibility

! Wawancara dengan Bapak Drs. Sartono, Pegawai Lkehul Qur'an, pada hari
Sabtu, 18 Desember 2010 di JI. Kyai Gilang Mangkatan Semarang.
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(CSR) yang merespon terhadap lingkungan sekitalandakonteks ini
perlistrikan.

Semula loket ulumul quran berjalan dengan baik tkwcar, para
konsumen selalu aktif tiap bulan membayar listnamun pada tahun 2008
pertengahan terjadilah suatu pelanggaran yang ullidak oleh pihak PLN
untuk melakukan penagihan tambahan, yakni senitai R600,-. Memang
dipandang kecil minimalnya, namun ketika dikalikalengan ratusan
pelanggan untuk melakukan pembayaran di loket uluyatan, jumlahnya
semakin besar. Hal inilah yang membuat para konsuiiragikan oleh pihak
PLN dengan tambahan biaya tersebut.

Tambahan biaya oleh PLN ternyata merata di sermgkdp Kota
Semarang yang tidak hanya merugikan konsumen di sa&, namun
pelanggaran atas perlindungan konsumen dilakukansslaagaimana yang
tertuang secara eksplisit dalam undang-undangnplerigan konsumen. Maka,
dalam konteks ini, loket di ulumul quran sebenaryang bertanggung jawab

atas kerugian konsumen yang telah bertransaksntpat itu.

. Praktik Penambahan Beban Tagihan Rekening Listrik Melalui Loket
Ulumul Qur'an Semarang Barat

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1hadazala upaya
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk menpleeiindungan kepada
konsumen. Kepastian hukum untuk melindungi hak-kaksumen yang

diperkuat melalui undang-undang memberikan haraggar pelaku usaha
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tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang selaluugilean hak-hak

konsumen. Dengan adanya UU Perlindungan Konsumeartbeperangkat
hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi gydrerimbang dan
merekapun bisa menggugat atau menuntut jika teangiak-haknya telah
dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Peralasa yang dihadapi
konsumen Indonesia saat ini seperti juga yang miakbonsumen di negara-
negara berkembang lainnya, tidak hanya pada socalncemilin barang tetapi
jauh lebih komplek, yaitu mengenai kesadaran serminak baik dari

pengusaha, pemerintah maupun konsumen sendiri ngenfzentingnya

perlindungan konsumen. Pelaku usaha menyadari batmeeeka harus
menghargai hak-hak konsumen dengan memproduksndpatan jasa yang
berkualitas, aman dimakan/digunakan, mengikutidgaryang berlaku serta
harga yang sesuai.

Menurut penjelasan umum UU No. 8 Tahun 1999, fakitama yang
menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumengsterjadi adalah masih
rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan hakeydauriya hal ini terkait
erat dengan rendahnya pendidikan konsumen. Olem&atu keberadaan UU
Perlindungan Konsumen adalah sebagai landasan huylang kuat bagi
pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swatagyarakat untuk
melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui paarbi dan

pendidikan konsumeh.

2 Ahmadi Miru & Sutarman YodoHukum Perlindungan Konsumen, Ed. I, Cet. 6,
Jakarta: Rajawali Pers, 2010, him. 54.

3 Lihat: Penjelasan Undang-Undang No. 8 tahun 168&ngPerlindungan Konsumen,
him. 23.
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Kinerja perusahaan listrik negara dari waktu ke twakemang masih
perlu ditingkatkan. PLN bukan saja masih buruk mhalamemberikan
pelayanan saluran tenaga listrik, sesuai aturaigy yhtandai, dengan masih
sering mati melebihi jumlah ketentuan dan tanpalmgitahuan lebih lanjut,
melainkan juga buruk dalam pengenaan biaya yangstthbbayar konsumen.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs.oB8astPegawai
Loket di Ulumul Qur'an, bahwa penggunaan rekenistik bulan Desember
2008 dan bulan November 2008, bila dilihat dengaksama muncul item
pembayaran yang sangat merugikan konsumen. Sefk@ming listrik PLN
dikenai biaya administrasi bank Rp. 1.600,- yanigasgsnya tidak menjadi
kewajiban konsumen. Apalagi, konsumen membayarikligtikantor PLN,
mobil PLN dan tidak lewat barik.

Menurut Bapak Drs. Sartono, pungutan demikian blatigak ketahui
konsumen, barangkali karena tidak melihat atawktjoleduli sebab nilainya
kecil. Akan tetapi, kalau Rp. 1.600,- dikalikan isek juta konsumen
konsumen PLN, pasti akan terlihat berapa uang yhagpat dari pungutan
PLN yang tanpa persetujuan konsumen tersebut. Ril&Nrdhal ini tidak bisa
hanya mendasarkan pada pemberitaan lewat mediaamiggiau ada
pengenaan biaya administrasi atau online bank. nDat@ateri perjanjian
antara konsumen dan PLN, kewajiban membayar admasisatau online
bank tidak pernah ada. Konsumen pun bebas memdihmembayar dimana

di kantor PLN, mobil PLN, BKM, koperasi, atau bank.

* Wawancara dengan Bapak Drs. Sartono, Pegawai Ldkehul Quran, pada hari
Senin, 20 Desember 2010 di JI. Kyai Gilang Mangkaitmpn Semarang.
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Sartono mengungkapkan bahwa PLN sebenarnya dapategeh
terjadinya kerugian kalau dikelola secara profesiojujur dan konsekuen
terhadap tugasnya dalam memberi pelayanan sekaligp@sgai perusahaan
milik negara. Sangat naif kalau di satu sisi PLNngemengaku rugi, tetapi
pola penyejahteraan personelnya berlebihan, yamginga akan menyedot
banyak uang PLN sebagai aset negara.

Bila konsumen sekarang dikenakan biaya administb@sik atau
online bank, itu berarti sebuah tindakan melawakuhy hak-hak konsumen
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8ntdl899 tentang
perlindungan konsumen telah dilanggar oleh PLN.

Konsumen ternyata tidak hanya dihadapkan pada garstemahnya
kesadaran dan ketidaktahuan mereka terhadap haldnakbagai konsumen.
Hak-hak yang dimaksud, misalnya bahwa konsumenk tickendapatkan
penjelasan tentang manfaat barang atau jasa ykogsdimsi. Lebih dari itu
konsumen ternyata tidak memilikiargaining position (posisi tawar) yang
berimbang dengan pihak pelaku usaha. Kondisi tatsetemperlihatkan
bahwa masalah perlindungan konsumen merupakanahagahg sangat pelik
karena konsumen tidak hanya dihadapkan pada keaddaak memilih apa
yang diinginkan melainkan juga pada keadaan ketlka tidak dapat
menentukan pilihan.

Adanya undang-undang yang mengatur perlindungasukoan tidak

dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku udah@dang-Undang

® Wawancara dengan Bapak Drs. Sartono, Pegawai Ldkehul Quran, pada hari
Senin, 20 Desember 2010 di JI. Kyai Gilang Mangkaitmn Semarang.



59

perlindungan konsumen justru bisa mendorong iklsaha yang sehat serta
mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalamghmadapi persaingan
yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkuBalam penjelasan
umum UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwardaklaksanaannya
akan tetap memperhatikan hak dan kepentingan pakdka.

PLN sebagai pelaku usaha menurut pasal 6 UU Nah8nt 1999
memang berhak atas pembayaran rekening listripitéianya sebanyak yang
sesuai dengan kesepakatan. Sebaliknya, konsumanbprpak untuk tidak
dilanggar hak-haknya dengan hanya membayar sebgag menjadi
kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang adasufoen tidak boleh
dipungut lebih, seperti administrasi bank, kaladaki ada kesepakatan
sebelumnya. Konsumen yang membayar di bank pumasaoamatifnya tidak
perlu dikenai biaya administrasi bank karena banidaB mendapat
kompensasi keuntungan dari PLN sebagai jasa pdagglembayaran
rekening listrik dari konsumen.

Bila dalam praktiknya sekarang ini PLN telah mekatu pungutan
lebih kepada konsumen setiap membayar rekenirrikJishaka menurut UU
No. 8 tahun 1999, pemungutan biaya lebih tanpa epgtmn harus
dikembalikan. PLN dengan demikian bukan saja tetedlanggar hak-hak
konsumen, tetapi juga telah berbuat curang karesmaungut biaya yang tidak
seharusnya dibayar konsumen.

Sesuai perjanjian antara PLN dan konsumen, PLN ebejban

menyediakan, mendistribusikan, dan menjaga ketiexaedenaga listrik agar
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bisa terus-menerus melayani dengan baik kepada amsksy konsumen.
Kewajiban tersebut dalam praktiknya disertai halRIintuk menerima uang
rekening listrik dari konsumen secara tepat wakingyditentukan.

Pada konsumen yang tidak membayar sesuai waktu gisgrggukan,
PLN berhak mengenakan denda dan berhak atas uamig gang dibayar
konsumen yang terlambat membayar. Bila kewajibamibagar rekening
listrik berikut dendanya tak dibayar konsumen hadgptas waktu yang
ditentukan, PLN berhak pula melakukan pemutusaralistrik sementara ke
konsumen, maupun pemutusan tetap.

Bapak Sartono menjelaskan apa yang menjadi hakelaajiban PLN
dan kosumen sebenarnya sudah jelas dengan eses@si dalam setiap
pungutan didasarkan pada perjanjian yang ada. Diaédnmi, PLN tidak bisa
menentukan sepihak biaya tertentu tanpa persetiprasumen dan tidak bisa
berlindung dibalik aturan tetap mengenai konsumemush patuh pada
keputusan PLN.

Mengingat masalah pungutan administrasi bank atiine bank Rp.
1.600,- lebih yang harus dibayar konsumen, baikungmperjanjian maupun
undang-undang perlindungan konsumen adalah pradak atas persetujuan
konsumen, maka pungutan itu adalah pungutan liamgitan yang berunsur
pelanggaran hak-hak konsumen dan merupakan penbmaiawan hukum.

Terdapat perjanjian baku berupa surat perjanjiafjag@ma antara
pihak pertama dari PT Salam mandiri giri yang dilvakeh Sugeng Rihadi

dengan pihak kedua Hadi Maskur, selaku perorangansgmen). Terlebih
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dahulu akan dijelaskan dua pokolgertama, memperhatikan proses
pelaksanaan pembayaran tagihan bulanan rekenitnid, liekening telepon
dan penjualan voucher elektronik sesuai dengan mms&ka payment point
online bank (PPOB) yang dilakukan bersama oleh PT. PLMNrs@to)
Distribusi Jawa Tengah dan DIY dan PT. TELKOM bera@®T Bank BNI 46
Tbk; kedua, memperhatikan perjanjian kerjasama antara PT B&Nkd6 Tbk
dengan PT Salam Mandala Giri tentang pelayanan aganédn tagihan
rekening listrik bulanan.

Perjanjian tersebut akhirnya melahirkan suatu péaik pihak PT PLN
dengan konsumen yang menjadi undang-undang meagkptglah dibuatnya.
Ketika salah satu pihak melakukan wanprestasint&ianteks ini pihak PLN
yang melebihkan tagihan listrik kepada konsumenkamaecara hukum
konsumen berhak menggugat kepada PLN untuk mimii kgrugian.

Sebagai sebuah perbuatan melawan hukpomgutan yang tidak sah
tersebut harus dihentikan tanpa harus menunggu ardst konsumen
memintanya. Apalagi harus menuntut melalui jalukudm. atas pungutan
yang sudah masuk, karena pungutannya tidak saha irekis dikembalikan
kepada konsumen. Maka sebagai sebuah perusahagnbgaar dan kuat,
PLN seharusnya patuh pada aturan perjanjian dalemgemakan pungutan

dan undang-undang perlindungan konsumen.

® Perbuatan melawan hukuonrechtmatige daad) dalam perspektif hukum perdata
secara eksplisit dalam Pasal 1365 BW, yaitu Tiajpysan melanggar hukum, yang membawa
kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang kangna salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut. Lihat: R. Subekti danTjitrosudibio, Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, Cet. 39, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlé. 34
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Berdasarkan kenyataan yang terjadi terlihat bahwmskmen
mempunyai kedudukan yang lemah dalam sengketa pi@emipeaka Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan koes dapat
digunakan sebagai landasan hukum terhadap perbadunkonsumen.
Keberadaan UU Perlindungan Konsumen adalah sebagdasan hukum
yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindurigarsumen swadaya
masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan kemsumelalui
pembinaan dan pendidikan konsumen, seperti yacgritrm dalam Pasal 1
ayat 1 UU Perlindungan Konsumen yang menyebutkdPerlihdungan
konsumen adalah segala upaya yang menjamin adapgatian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumén”.

Untuk lebih memberikan perlindungan hukum bagi komsn yang
mempunyai sengketa dengan produsen dan sebagak tifehjut hak
konsumen berupa hak untuk mendapatkan advokainquergan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen seedina dan hak untuk
mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau petiggarapabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengagargian atau tidak
sebagaimana mestinya, maka sengketa tersebut deggdsaikan melalui
mekanisme di dalam peradilan maupun di luar peaadilPenyelesaian
sengketa konsumen, dimana konsumen yang sangajikdinuoleh pelaku
usaha melalui peradilan jarang ditempuh oleh komsymhal tersebut

didukung pula dengan suatu fakta bahwa faktor utarang menjadi

’ Lihat: Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentangifiRemgan Konsumen.
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mekanisme di dalam peradilan maupun di luar peadilPenyelesaian
sengketa konsumen, dimana konsumen yang sangajikdinuoleh pelaku
usaha melalui peradilan jarang ditempuh oleh komsymhal tersebut
didukung pula dengan suatu fakta bahwa factor utgmag menjadi
kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran komsaken hak-haknya
yang masih rendah.

Adanya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tersebut bulexarti
bahwa pelanggaran terhadap hak konsumen sudah adatakagi. Meskipun
peraturan tersebut telah diberlakukan, namun pé&kegaya perlu mendapat
perhatian khusus karena suatu peraturan yang ddl terlaksana apabila

tidak didukung perangkat penegak hukum yang baik.

C. Tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan kKnsumen
terhadap Penambahan Beban Tagihan Rekening Listrikli Loket Ulumul
Quran

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari Eatesumer atau
consument/konsument (belanda), secara harfiah arti kata consumer ialaad
“(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakaang”. Begitu juga
Kamus Bahasa Indonesia-Inggris memberi arti sebdpamakai atau
konsumen™ dalam UU perlindungan konsumen, diartikan konsumealah

setiap orang atau keluarga yang mendapatkan bardng dipakai dan tidak

8 Nasution Az.,Konsumen dan Hukum; Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada
Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, him. 84.

® Purwono Sastro Amijoyo dan Robert K. Cunninghaikamus Inggris-Indonesia
Indonesia-Inggris, Ed. Lengkap, Cet. |, Semarang: Grand Media Pas@®07, him. 58.
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untuk diperdagangkah’ Pengertian consumer di Amerika Serikat dapat
diartikan lebih luas lagi, yaitu sebagai “korbamadaian produk yang cacat”,
baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tefnakai, bahkan juga
korban yang bukan pemakai, karena perlindunganruapat dinikmati pula
bahkan oleh korban yang bukan pemakai. Undang-Underlindungan
Konsumen, Pasal 1 mengatakan, bahwa konsumen adeldédp orang
pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalasyama#at, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maumahkluk hidup lain dan
tidak untuk diperdagangkan. Sementara perundangAagash Australia,
Commonwealth of Australia, Trade Practice Act, 1971077, pasal 4B ayat
(1) a. Merumuskan konsumen sebagai berikut: “Set@png yang
mendapatkan barang atau jasa tertentu dengan hmekgmum A.$ 15.000,-
atau kalau harganya melebihi jumlah itu, barang @aa tersebut umumnya
adalah digunakan untuk keperluan pribadi, keluatga rumah tangga”. Jadi
unsur-unsur konsumen dengan melihat beberapa pEmgekonsumen
tersebut di atas, adalah sebagai berikut : pertkoresumen dapat terdiri dari
mereka yang menggunakan barang atau jasa untu&ntumembuat barang
atau jasa lain, atau diperdagangkan kembali (untjan komersial) disebut
sebagai konsumen antara ; kedua, konsumen dapmttgrdiri dari mereka
yang menggunakan produk akhir untuk tujuan memekabutuhan hidup
mereka, keluarganya dan atau rumah tangga (bukanddigangkan kembali),

yang mana disebut sebagai konsumen akhir.

19 Bintang, Sanusi dan DahlaRpkok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2000, him. 48.
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Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian darkuk
Konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kadsifebmengatur, dan
juga mengandung sifat yang melindungi kepentingamsimen atau dengan
kata lain hukum perlindungan konsumen adalah kaedehm asas-asas dan
kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungiskmen dalam
hubungan dan masalahnya dengan para penyedia ba@@ngatau jasa
konsumen. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkatitg kondisi pihak
pihak yang mengadakan hubungan hukum atau berrhadalam masyarakat
itu tidak seimbang, bahkan Resolusi PBB 39/248 atemnt perlindungan
konsumen, mengakui bahwa hak-hak konsumen serlaghdaakteknya tidak
seimbang dengan hak-hak produsen

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsuvoenor 8
tahun 1999 mengatakan, “Perlindungan konsumen fadg&lgala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikain@gengan kepada
konsumen”. Dari Pasal 1 angka 1 tersebut dapatildismatu kesimpulan,
bahwa konsumen adalah setiap pemakai barang dan&da yang tidak
diperdagangkan kembali yang pemakaiannya dijamireh olhukum.
Perlindungan konsumen mempunyai tujuan sebagaitett
a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandioasuknen untuk

melindungi diri;
b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara

c. menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian pal@amatau jasa ;

M1 Elsi Kartika Sari dan Advensi Simanunsoftyikum Dalam Ekonomi, Ed. 2, Cet. 5,
Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008, 186x161.
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d. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memigéhgenukan, dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen ;

e. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang nnelugg unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi sertaeseksintuk
mendapatkan informasi ;

f. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai peripgrlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan hggiang jawab
dalam berusaha;

g. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yangaménkelangsungan
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatayarkanan, keamanan,
keselamatan konsumen.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1@9®arig
Perlindungan Konsumen sebagaimana telah disebug&balumnya bahwa
perangkat hukum yang melindungi konsumen tidak Kswdkan untuk
mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justhalilseya, sebab
perlindungan konsumen bisa mendorong iklim berusgdiay sehat, serta
lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapaipgan melalui
penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitabel®n Indonesia
merdeka, sebenarnya sudah ada beberapa peraturgnbgekaitan dengan
perlindungan konsumen. SepertiReglement Industriele Eigendom, S.1912-
545, jo. S. 1913 Nomor 214in Ordonnantie (Ordonansi Timah Putih),
Ordonnantie Op de Sacth Belasting (Ordonansi Pajak Sembelih), dan masih

banyak lagi, namun saat ini sebagian peraturasutlah tidak berlaku lagi.
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Sampai saat ini pengaturan tentang perlindungarstkoan di Indonesia
mengacu pada KUH Perdata yang bertendensi melindamgumen, yakni
dalam beberapa pasal buku ke Ill, bab V, bagiayaflg dimulai dari pasal
1365. Begitu juga dalam Kitab Undang-Undang HukudaRa, juga terdapat
tendensi pengaturan perlindungan konsumen, misakyeang pemalsuan,
penipuan, pemalsuan merek, persaingan curang, elagainya. Dengan
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199% mhesarnya bukan
merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengadingdungan konsumen,
sebab sampai pada terbentuknya UU ini telah adarbpd undang-undang
yang materinya melindungi kepentingan konsumengrsepJU Nomor 2
Tahun 1966 tentanigygiene, UU Nomor 5 Tahun 1984 Tentang perindustrian,
UU Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran, dan mizesilyak lagi (lihat:
Penjelasan UU Nomor 8 Tahun 1999), yang masingagasiemberikan
pengertian tentang perlindungan konsumen yangssanha lainnya berbeda-
beda. Hal ini dikarenakan belum adanya suatu atkinasus yang mengatur
tentang konsumen itu sendiri, sehingga pada tah889 1pemerintah
mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199%iigmRerlindungan
Konsumen?

Kewajiban pelaku usaha beriktikad baik dalam me{akukegiatan
usaha merupakan salah satu asas yang dikenai daliom perjanjian.
Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam &as338 ayat (3) BW.

Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan ikthai#. Sedangkan arrest

21bid., him. 163.
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H.R. harus dilaksanakan di Negeri Belanda memberiaranan tertinggi
terhadap iktikad baik dalam tahap pra perjanjiaahkian kesatuan kesesatan
ditempatkan di bawah asas iktikad baik, bukan [sala teori kehendak.
Begitu pentingnya iktikad baik tersebut, sehinggalach perundingan-
perundingan atau perjanjian antara para pihak, iyBkMN dan konsumen
(masyarakat), akan berhadapan dalam suatu hubungarm khusus yang
dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khususniembawa akibat lebih
lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindigkgan mengingat
kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak l&@agi masing-masing
calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajibntuk mengadakan
penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhaullapk lawan sebelum
menandatangani kontrak, atau masing-masing pihakshaenaruh perhatian
yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitagateiktikad baik"®
Selain perilaku konsumen terhadap pengusaha yatigdudigi,
undang-undang juga memberikan hak-hak bagi konsuyaely seimbang
dengan hak-hak pengusaha. Hak-hak konsumen inh tdiperjuangkan
semenjak tahun 1962 ketika John F. Kennedy da&angress on Pretecting
the consumer interest, menyampaikan pesan tentang pentingnya kedudukan
konsumen dalam masyarakat (ekonomi). Menurut FnKdy ada empat hak
dasar konsumen, vaittf*:
a. Hak memperoleh keamanan ;

b. Hak memilih;
c. Hak mendapatkan informasi ;

3 1bid., him. 165.
14 Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, him. 35.
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d. Hak untuk didengar.

Selain itu Masyarakat Ekonomi Eropa&ufopese Economische
Gemeenschap) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumdragse
berikut >

a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanaait(op bescherming van zjn
gezendheid en veiligheid).

b. Hak perlindungan kepentingan ekononacht of bescherming van zjn

economische belangen).

Hak mendapatkan gantirugietht op schadevergoeding).

Hak untuk didengarrécht om te worden gehord).

Qo

Hak-hak dasar konsumen yang dikemukakan baik olemn&dy
maupun yang dikemukakan oleh Masyarakat Ekonomp&amalah hak-hak
dasar yang lahir di Amerika Serikat dan di Eropetetah adanya perhatian
yang begitu besar dari masyarakat dunia tentanbgngengan konsumen,
hingga diadakannya resolusi PBB tentang perlindarkgesumen pada tahun
1985, maka terdapat lima hak yang dimiliki konsumeitu :
hak keamanan dan keselamatan;
hak mendapatkan informasi;
hak untuk memilih;

hak didengar pendapat dan keluhannya;
hak atas lingkungan hidup.

PaooTw

Hak-hak konsumen menurut Pasal 4 UU Nomor 8 Tah@f91
Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatam ih@iagkonsumsi
barang dan/atau jasa.

*|bid., him. 37.
18 Lihat: Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentangitirhgan Konsumen.
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b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mextkiap barang
dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kojaginsnan yang
dijanjikan.

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur reaagkondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa.

d. Hak untuk didengar keluhannya atas barang danjasauwang digunakan.

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, gayaipenyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut.

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikarukoss.

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara beaarjdjur serta tidak
diskriminatif.

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi damfaenggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidsikas@€lengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya.

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan gamgrundangan
lainnya.

Upaya yang lebih efektif bagi penegakan perlindangansumen oleh
LPPK dilakukan di luar peradilan, karena tidak mamhbkan prosedur yang
panjang dan kedua belah pihak cenderung ingin nhesgikan masalah secara
damai dengan saling menguntungkan. Cara yang ldigomakan oleh LPPK
dalam proses penyelesaian sengketa di luar pemadilakukan pada tahap
mediasi. Pelaku usaha memberikan penjelasan daadi@memberikan ganti
rugi.

Waktu yang digunakan LPPK Jateng untuk menyelesadengketa
konsumen di luar peradilan sampai pada kesepakatanpihak rata-rata dua
minggu sampai satu bulan. Cara tersebut dianggdgthdayak sebagai upaya
yang terbaik bagi konsumen, karena konsumen cemgenaenginginkan

permasalahan dapat terselesaikan dengan cepat.
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Sesuai dengan isi perjanjian kerjasama pihak PLNgae pihak
perorangan, ternyata pihak PLN telah melanggamked® salah satu isi Pasal
perjanjian tersebut mengenai larangan, yakni: D&tassal 9 ayat kesatu:

Dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai pasal 1 parjami, PIHAK
KEDUA baik langsung maupun tidak langsung tidak edignankan
memungut biaya tambahan dan/atau dengan alasanurapdari para
pelanggan di luar apa yang tercetak dalam tanda pekbayaran (kwitansi)
tanpa seijin PIHAK KESATU.

Dengan demikian, secara perdata, pihak perorangannbenggugat
kepada PLN karena telah melanggar perjanjian di dama harus mengganti

kerugian sebesar apa yang telah PLN lakukan.



